PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 31 TAHUN 1960 ( 31/ 1960)

TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT
NOMOR 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 43)
TENTANG PI NJAVMAN GBLI GASI BERHADI AH TAHUN 1959

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang

a. bahwa dengan Undang-undang Darurat Nonor 3 tahun 1959
Penmerintah telah nenetapkan pengeluaran pinjaman bligasi
Ber hadi ah at as beban Negara setinggi-tingginya dua ribu juta
rupi ah;

b. bahwa untuk menjam n berhasilnya pinjaman ini perlu diberikan
kesenpat an yang sel uas-luasnya kepada para pem nat pinjanman
obl i gasi tersebut untuk nel aksanakan m nat nya;

C. bahwa untuk nenghindarkan hal-hal yang dapat nerupakan
rintangan bagi tercapai nya maksud Penerintah tersebut
di pandang perlu untuk mnerubah beberapa ketentuan dari Undang-
undang Darurat Nonor 3 tahun 1959 tersebut;

d. bahwa ber hubung keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;
Mendengar

Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;

Menut uskan:
Menet apkan
Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan
t anbahan Undang-undang Darurat Nonor 3 tahun 1959 (Lenbaran- Negara
1959 Nonor 43) tentang pi njaman Cbligasi Berhadi ah tahun 1959.

Pasal 1.

Pasal 7 Undang-undang Darurat Nonor 3 tahun 1959 (Lenbaran- Negara
1959 Nonor 43) tentang Pinjaman oligasi Berhadiah tahun 1959
di ubah dan ditanbah, sehingga ber bunyi sebagai beri kut:

(1) D hapuskan



(2) Jika penyertaan pertanma dal am pi nj anan obli gasi ini nenyebabkan
di ket ahui nya keterangan-keterangan yang nenberi Kkepastian,
bahwa ber dasar kan , Ordonansi Paj ak Pendapat an 1944"
(St aatsbl ad 1944 Nonor 17) sebagamana terakhir diubah dengan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 24 tahun
1959 (Lenbaran-Negara 1959 Nonor 141) " O donansi Paj ak
Kekayaan 1932" (Staatsblad 1932 Nonor 405) sebagai mana
ter akhi r di ubah dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang Nonor 7 tahun 1959 (Lenbaran-Negara MNonor 100) jo.
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 24 tahun
1959 (Lenbaran- Negara 1959 Nonor 141 ) dan "Odonansi Paj ak
Per seroan 1925" (Staatsblad 1925 Nonor 319) terahir diubah
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 13
tahun 1959 jo. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
Nonmor 24 tahun 1959(Lenbaran Negara Nonor 141 (sesuatu paj ak
ber kenaan dengan penyertaan pertama itu tidak di kenakan atau
di hapuskan, mnmaka keterangan-keterangan itu, nengenai nasa
pengenaan paj ak di mana pendaftaran untuk pinjaman obligasi itu
terjadi dan nmasa- masa pengenaan paj ak sebel umtmya, tidak dapat
di gunakan untuk nenetapkan pajak yang masih senentara, atau
untuk neninjau kenbali ketetapan atau untuk nengenakan paj ak
bila mula-nula telah diberikan penbebasan pajak, atau untuk
nmengenakan tagi han tanbahan atau susul an.

(3) D hapuskan

(4) Hadi ah-hadi ah yang di berikan pada waktu pel unasan di bebaskan
dari paj ak pendapatan dan paj ak perser oan.

(5) Hadi ah-hadiah yang diberikan waktu pelunasan dibebaskan dari
paj ak undi an, berdasarkan pasal 2 sub a Undang-undang Nonor 22
tahun 1954 (Lenbaran-Negara tahun 1954 Nonor 75).

Pasal I1.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini rmnul ai berl aku pada
hari di undangkan dan nenpunyai daya surut hingga tanggal 4 Juli
1959.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a.
ttd
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1960.
Menteri Kehaki man,

ttd



SAHARDI O

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1960.
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT
NOMOR 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN- NEGARA 1959 Nonor 43)
TENTANG PI NJAVAN OBLI GASI BERHADI AH TAHUN 1959.

. UMM

Pada waktu bel akangan i ni nanpakl ah petunj uk- pet unj uk adanya
kecenderungan yang | ebi h besar dal am masyar akat untuk nmenanankan
uangnya dal am obli gasi. Perkenbangan ini adal ah sejaj ar dengan
maksud Peneri ntah yang terkandung dal am Undang- udang Dar ur at
Nonor 3 tahun 1959 tentang Pinjaman Obligasi Berhadi ah tahun 1959
dan sebagai suatu perkenbangan yang positif dengan sendirinya

har us di pupuk dengan sebai k- bai knya.

Ber hubung dengan itu maka dirasa perlu untuk sejauh mungkin
mengusahakan agar m nat nasyarakat terhadap obligasi dapat

ter| aksana dengan sebai k- bai knya dan sel uas-luasnya dan untuk itu
per | ul ah hal - hal yang masi h dapat di anggap sebagai hal angan-

hal angan psychol ogi s bagi perkenbangannya m nat terhadap obli gasi
itu ditiadakan.

Pungut an sebesar 10% pada penyertaan pertama sebagai mana

di t et apkan dal am pasal 7 ayat (1) Undang-undang Darurat Nonor 3
t ahun 1959 ternmaksud pada umumya di rasakan sebagai hal angan
psychol ogi s seperti diurai kan di atas dan sesuai dengan naksud
yang terlukis diatas maka Penerintah tel ah nenutuskan untuk
menghapuskan ketentuan ini dan dengan sendirinya juga ketentuan-
ketentuan | ain yang bertalian dengan itu, yaitu ketentuan dal am
pasal 7 ayat (3).

1. PASAL DEM PASAL.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEVMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber: LN 1960/91; TLN Nonor 2028



